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ABSTRAK

Ruli Fajar Utami (14370077) — Skripsi berjudul Presidential Threshold dalam Sistem
Presidensial di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah.

Presidential threshold merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden
(dan calon wakil presiden) untuk dapat maju dalam kontestasi pemilihan umum Presiden dan
Wakil Presiden. Di Indonesia, ketentuan presidential threshold diatur dalam Pasal 222 UU
Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Namun ketentuan ini menuai polemik,
Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 53/PUU-XV/2017 berpendapat bahwa ketentuan
tersebut adalah demi penguatan sistem presidensial akan tetapi pada realitanya ketentuan ini
dinilai justru memperlemah sistem presidensial. Penelitian ini membahas tentang Presidential
Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia Perspektif Fikih Siyasah.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui relevansi ketentuan presidential threshold terhadap
sistem presidensial yang dianut oleh Indonesia sebagaimana amanat Konstitusi dan bagaimana
pandangan fikih siyasah terhadap ketentuan presidential threshold dalam sistem presidensial di
Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang
bersifat pustaka dengan menganalisis relevansi ketentuan presidential threshold terhadap sistem
presidensial serta menganalisis ketentuan presidential threshold dalam sistem presidensial di
Indonesia dari sudut pandang fikih siyasah, kemudian diuraikan sesuai dengan penafsiran peneliti
yang diperoleh dari rujukan (pustaka) yang telah dikumpulkan peneliti sehingga dapat ditarik
kesimpulan dari kajian-kajian yang telah dilakukan.

Penelitian ini menemukan bahwa ketentuan presidential threshold memperlemah sistem
presidensial yang dianut negara Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem
presidensial, presiden bertanggung jawab langsung pada rakyat sehingga dalam mekanisme
pemilihan presiden lazimnya dipilih langsung oleh rakyat atau sesuai dengan kehendak rakyat
(pilihan rakyat). Namun dengan adanya ketentuan presidential threshold justru menggugurkan
prinsip sistem presidensial yang dianut Indonesia karena nyata-nyata aspirasi kehendak rakyat
telah diabaikan sehingga dapat disimpulkan bahwa ketentuan presidential threshold tidak relevan
diterapkan dalam sistem presidensial di Indonesia. Begitu pula dalam pandangan fikih siyasah
ketentuan presidential threshold tidaklah relevan diterapkan di Indonesia yang menganut sistem
pemerintahan presidensial. Hal ini dikarenakan ketentuan presidential threshold menjadikan
calon presiden (dan wakil presiden) ditentukan oleh suatu golongan atau kelompok tertentu yang
bukan atau belum tentu merupakan wakil rakyat maupun representasi kehendak rakyat.
Sebagaimana diketahui dalam fikih siyasah juga telah dijelaskan dalam pangangkatan pemimpin
haruslah merupakan pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat sekalipun melalui ahlul halli wal
‘aqdi  (perwakilan) atau dengan kata lain ahlul halli wal ‘aqdi harus benar-benar
merepresentasikan kehendak rakyat.

Kata Kunci: Presidential Threshold, Sistem Presidensial, Fikih Siyasah.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Pemilihan umum di Indonesia dalam perkembangannya telah mengalami beberapa
kali perubahan sebagai akibat dari amandemen UUD 1945. Perubahan signifikan terjadi
pada perubahan ketiga yang ditetapkan oleh MPR pada tanggal 9 November 2001.
Amandemen tersebut telah mengubah tata cara pemilihan presiden dan wakil presiden
dari pemilihan tidak langsung oleh MPR ke pemilihan secara langsung oleh rakyat sesuai
dengan pasal 6A ayat (1).! Dalam praktiknya sejak tahun 2004 pemilihan presiden dan
wakil presiden dilaksanakan sesudah pemilu legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2003 untuk pemilihan presiden tahun 2004 kemudian Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2008 untukpemilihan presiden tahun 2009 dan 2014.

Tanggal 10 Januari tahun 2013, Effendi Ghazali menggugat Undang-Undang Nomor
42 Tahun 2008 Tentang Pemilu, salah satu rumusan pasal yang dimintakan uji materi
adalah Pasal 3 ayat (5) yang berbunyi ‘“Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan
setelah pelaksanaan pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD” karena
menurutnya rumusan pasal tersebut bertentangan dengan pasal 22E UUD NRI 1945
sebagaimana diketahui bahwa Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden,
anggota DPR, anggota DPD, serta anggota DPRD diselenggarakan berlandaskan asas

langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Kemudian

LJimly Asshiddigie, Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi. (Jakarta:
Buana llmu Populer, 2007), him. 63



Mahkamah Konstitusi pada putusannya No0.14/PUU-1X/2013 yang dibacakan pada
tanggal 23 Januari 2014 mengabulkan gugatan tersebut, yang pada pokoknya menyatakan
bahwa pemilu legislatif dan pemilu presiden apabila dilaksanakan secara terpisah adalah
inkonstitusional sehingga pemilu yang akan datang harus dilaksanakan secara serentak.
Pemilihan presiden 2014 seharusnya menjadi pemilu serentak pertama, namun
Mahkamah Konstitusi berpendapat apabila pelaksanaan pemilu serentak dipaksakan pada
tahun 2014 akan mengganggu dan menghambat pemilu yang telah disiapkan Komisi
Pemilihan Umum (KPU) sehingga pemilu serentak baru akan dilaksanakan pada tahun

2019. 2

Pemilu legislatif dan pemilu presiden pada tahun 2019 mendatang akan dilaksanakan
secara bersamaan (Pemilu Serentak). Akan tetapi akibat dari akan dilaksanakannya
pemilu serentak 2019 menimbulkan persoalan baru mengenai ambang batas pencalonan
presiden atau presidential threshold. Dalam perkembangannya, pemilu di Indonesia
sebenarnya telah diwarnai oleh ambang batas minimum (threshold) baik dalam electoral
threshold, parliamentary threshold, maupun presidential threshold. Ketentuan
presidential threshold sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu, sebagaimana
dijelaskan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam rumusan pasal 222 bahwa calon
Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
Peserta Pemilu yang memperoleh kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah
kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah nasional pada

pemilu sebelumnya. Aturan ambang batas pencalonan presiden atau presidential

*http://m.solopos.com/2014/01/23/pemilu-2014-inilah-pertimbangan-mk-kabulkan-permohonan-
uji-materi-pemilu-serentak-484389diakses pada 11 januari 2018 pukul 22.37 WIB



http://m.solopos.com/2014/01/23/pemilu-2014-inilah-pertimbangan-mk-kabulkan-permohonan-uji-materi-pemilu-serentak-484389
http://m.solopos.com/2014/01/23/pemilu-2014-inilah-pertimbangan-mk-kabulkan-permohonan-uji-materi-pemilu-serentak-484389

threshold tidak hanya menyisakan persoalan baru namun juga menuai protes dari
berbagai pihak. Sebelum diundangkan, aturan presidential threshold ini juga menjadi
perdebatan alot DPR dalam rapat sidang paripurna ke-32, empat fraksi yaitu, Gerindra,
Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Amanat Nasional (PAN) tidak
sepakat dengan aturan angka 20% (dua puluh persen) kursi atau 25% (dua puluh lima
persen) suara sah nasional, kemudian berujung pada aksi walk out oleh keempat fraksi
tersebut.®> Meski diwarnai aksi walk out oleh empat fraksi, rapat paripurna pada tanggal
21 Juli 2017 telah membuahkan hasil dengan disahkannya RUU Pemilu tersebut. Setelah
UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu resmi diundangkan, beberapa partai
melayangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, salah satunya adalah Partai Idaman yang
dalam gugatannya terdapat permohonan uji materi terhadap Pasal 222 mengenai aturan
presidential threshold. Akan tetapi, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya bernomor
53/PUU-XV/2017 yang dibacakan pada tanggal 11 Januari 2018 tidak mengabulkan

permohonan tersebut.’

Ketentuan presidential threshold dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 memang menjadi
polemik sampai saat ini, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 53/PUU-
XV/2017 berpendapat yang pada pokoknya ketentuan tersebut adalah demi penguatan
sistem presidensial yang dianut Negara Republik Indonesia meski didalam putusan
tersebut juga terjadi dissenting opinion, sebagaimana diketahui Hakim Suhartoyo dan

Hakim Saldi Isra berpendapat lain bahwa dengan dilaksanakannya pemilu presiden

http://m.tribunnews.com/amp/nasional/2017/07/23/empat-fraksi-walk-out-rapat-paripurna-ikut-

tanggungjawab-uu-pemiludiakses pada 11 Januari 2018 pukul 18.57 WIB

4 http://jambi.tribunnews.com/2018/01/11/mk-tolak-uji-materi-presidential-threshold-dari-partai-

idamandiakses pada 11 Januari 2018 pukul 22:08 WIB



http://m.tribunnews.com/amp/nasional/2017/07/23/empat-fraksi-walk-out-rapat-paripurna-ikut-tanggungjawab-uu-pemilu
http://m.tribunnews.com/amp/nasional/2017/07/23/empat-fraksi-walk-out-rapat-paripurna-ikut-tanggungjawab-uu-pemilu
http://jambi.tribunnews.com/2018/01/11/mk-tolak-uji-materi-presidential-threshold-dari-partai-idaman
http://jambi.tribunnews.com/2018/01/11/mk-tolak-uji-materi-presidential-threshold-dari-partai-idaman

serentak dengan pemilu legislatif, rezim ambang batas dalam pencalonan Presiden

menggunakan hasil pemilu legislatif telah kehilangan relevansinya dan inkonstitusional.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa aturan mengenai presidential
threshold menuai polemik. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat isu tersebut untuk
ditindak lanjuti dengan melakukan penelitian menggunakan metode library research
dengan judul “PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM SISTEM PRESIDENSIAL DI

INDONESIA PERSPEKTIF FIKIH SIYASAH”

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat dengan tujuan memecahkan permasalahan yang timbul
secara jelas. Rumusan masalah dimaksudkan untuk lebih mempertegas masalah dalam
mencapai tujuan atau sasaran sesuai yang dikaji. Berdasarkan uraian diatas, rumusan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana relevansi presidential threshold terhadap sistem presidensial di
Indonesia?
2. Bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap presidential threshold dalam sistem

presidensial?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Sputusan Mahkamah Konsititusi Nomor 53/PUU-XV/2017



Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan penulis dari

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan relevansi presidential threshold terhadap sistem presidensial di
Indonesia
2. Untuk menjelaskan presidential threshold dalam sistem presidensial perspektif fikih

siyasah
Adapun kegunaan yang ingin dicapai penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan kritik
maupun masukan serta mengembangkan pemikiran mengenai presidential threshold,
sistem presidensial di Indonesia.

2. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan intelektual,
sumbangan pemikiran mengenai presidential threshold dan sistem pemerintahan

presidensial, dan mengenai pemikiran fikih siyasah.

D. Telaah Pustaka

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis melakukan pengamatan serta mengkaji
terhadap beberapa pustaka yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti penulis.

Adapun pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pertama, tulisan oleh Shanti Dwi Kartika,® Info Singkat DPR yang dimuat dalam

Jurnal Hukum Vol.V, No. 14/11/P3DI, Juli 2013 dengan judul Presidential Threshold

®Shanti Dwi Kurnia, “Presidential Threshold dalam Revisi UU Pilpres,” Jurnal Hukum,
Vol.V:14/11/P3DI (Juli 2013)



dalam Revisi UU Pilpres dalam jurnal ini membahas mengenai ketentuan presidential
threshold yang sejatinya bertentangan dengan amanat konstitusi UUD NRI 1945, amanat
itu mengandung makna Presiden dipilih langsung oleh rakyat, sehingga legitimasi
pemerintahan bukan dari partai melainkan dari rakyat, sedangkan partai politik hanya
sebagai fasilitator dalam menjalankan mekanisme demokrasi. Pembentukan peraturan
perundang-undangan di Indonesia termasuk UU Pilpres harus berdasarkan pada
Konstitusi dan menghormati prinsip-prinsip negara hukum Indonesia yang menempatkan
UUD NRI 1945 sebagai hukum tertinggi (the supreme law of the land). Didalam jurnal
ini menegaskan bahwa pada pokoknya ketentuan presidential threshold harus dihapuskan
dan mengembalikan pengaturannya pada Konstitusi. Jurnal oleh Shanti Dwi Kartika ini
dalam pembahasannya terdapat korelasi dengan penelitian yang akan dilakukan penulis,
yaitu tentang pengaturan presidential threshold yang kurang relevan diterapkan pada
pemilu di negara demokrasi seperti Indonesia sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945
namun lebih jauh penulis akan membahas bagaimana relevansi ketentuan presidential
threshold terhadap sistem presidensial di Indonesia, selain itu penulis juga akan
membahas, meneliti dan menganalisis lebih lanjut dan khusus bagaimana pandangan

fikih siyasah mengenai ketentuan presidential threshold terhadap sistem presidensial.

Kedua, tulisan oleh Ellydar Chaidir dan Suprapto,” Fakultas Hukum Universitas Islam
Riau yang dimuat dalam Jurnal UIR Law Review Volume 01, Nomor 01, April 2017
dengan judul Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu Serentak

Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019. Dalam

"Ellydar Chaidir dan Suprapto, “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pemilu
Serentak Terhadap Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilihan Umum 2019,” Jurnal UIR
Law Review, Vol.1:1 (April 2017)



junal ini dibahas bahwa setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-
X1/2013 berdampak pada beberapa alternatif dalam pelaksanaan pemilu serentak (pilpres
dan pileg) diantaranya adalah pertama, semua partai politik yang lulus verifikasi dan
ditetapkan sebagai peserta pemilu legilatif berhak mengusulkan pasangan calon Presiden
dan Wakil Presiden atau tidak ada aturan presidential threshold, kemudian yang kedua,
bahwa apabila pengaturan presidential threshold digunakan maka terdapat beberapa
varian, yaitu: calon presiden dan calon wakil presiden diusulkan partai politik atrau
gabunga partai politik sekurang-kurangnya 20% dari jumlah kusri DPR atau 25% suara
sah nasional, atau sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% suara sah
nasional, atau sekurang-kurangnya 3% dari jumlah kursi DPR atau 5% suara sah
nasional, atau yang memperoleh kursi di DPR pada pemilu legislatif atau presidential
threshold sama dengan parliamentary threshold. Dalam jurnal ini hanya dibahas
mengenai dampak dari putusan MK Nomor 14/PUU-XI1/2013 yang notabenne putusan
tersebut merupakan gugatan atau uji materi mengenai aturan pemilu di Indonesia yang
selama ini dilaksanakan secara terpisah kemudian oleh MK dikabulkan dengan akan
dilaksanakannya pemilu serentak pada tahun 2019. Meskipun terdapat kesamaan
pembahasan mengenai presidential threshold akan tetapi substansinya berbeda dengan
skripsi dalam penelitian penulis, bahwa penulis akan membahas meneliti bagaimana
relevansi dari pengaturan presidential threshold terhadap sistem presidensial di
Indonesia. Selain itu penulis juga akan meneliti bagaimana pandangan fikih siyasah

tehadap pengaturan presidential threshold dalam sistem presidensial.



Ketiga, tulisan oleh Nanik Prasetyoningsih, ® Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Yogyakarta yang dimuat dalam Jurnal Media Hukum Vol.21 No.2,
Desember 2014 dengan judul Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan
Demokrasi Indonesia. Dalam jurnal ini dijelaskan bahwa pemilu nasional serentak
memiliki dampak yang bersifat hipotetik dilihat dari sisi pelembagaan politik dan
konsolidasi demokrasi Indonesia, diantaranya: 1) Pemilu nasional serentak bertujuan
menciptakan hasil pemilu yang kongruen; 2) Mendorong terciptanya koalisi berbasis
kebijakan;3) Mendorong kualitas parpol yang lebih demokratis. 4) Meminimalisir konflik
antar partai atau pendukung partai. Dalam jurnal ini memang terdapat keterkaitan
pembahasan dengan skripsi yang akan diteliti penulis yakni mengenai pemilu serentak.
Namun, penulis akan lebih fokus pada pembahasan ketentuan presidential threshold
sedangkan persoalan pemilu serentak adalah sebagai pendukung dari isi dalam

pembahasan presidential threshold yang akan diteliti oleh penulis.

Keempat, tulisan oleh Lutfi Anshori,® Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam
Negeri Sunan Ampel Surabaya yang dimuat dalam Jurnal Yuridis VVol. 4 No. 1, Juni 2017
dengan judul Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019
dalam jurnal ini terdapat kesamaan pembahasan mengenai polemik ketentuan
presidential threshold, putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-XI1/2013
mengamanatkan pemilu serentak yang sejatinya telah menghapuskan ambang batas

pencalonan presiden atau presidential threshold, pada kesimpulannya adanya ketentuan

®Nanik Prasetyoningsih, “Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi di
Indonesia,” Jurnal Media Hukum Vol.2:2, (Desember 2014)

’Lutfi Anshori, “Telaah Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019,” Jurnal
Yuridis Vol. 4:1 (Juni 2017)



presidential threshold bertentangan dengan amanat konstitusi UUD NRI 1945 berdasar
pada pasal 6A ayat (2). Meskipun terdapat kesamaan pembahasan mengenai polemik
ketentuan presidential threshold, akan tetapi penelitian yang dilakukan penulis dalam
skripsi ini lebih menitik beratkan pada relevansi presidential threshold terhadap sistem
presidensial di Indonesia, penulis juga akan mengkaji ketentuan presidential threshold

dalam sistem presidensial perspektif fikih siyasah.

Kelima, skipsi oleh Nila Dara Mustika yang diterbitkan Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta pada tahun 2017 dengan judul Implikasi Presidential Threshold dalam
Pemilu Serentak 2019 (Studi atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemilihan Umum.® Dalam skripsi ini dijelaskan bahwa aturan presidential threshold
pada pemilu 2019 berimplikasi yuridis, diantaranya: pertama, menyalahi UUD 1945
tentang sistem presidensial, dalam sistem presidensial tidak seharusnya pencalonan
presiden ditentukan formasi politik parlemen nasional hasil pemilu legislatif. Kedua,
bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3), makna threshold sejatinya bukan ambang batas
yang menghalangi pencalonan presiden dan wakil presiden, namun merupakan presentase
minimal untuk terpilihnya presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam pasal
ini bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih
dari 50 persen dari jJumlah suara pemilu dengan sedikitnya 20 persen suara setiap provinsi
dilebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia, dilantik menjadi presiden dan wakil
presiden. Ketiga, Inkonsistensi MK dalam Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013, putusan

MK tersebut dapat menimbulkan inkonsistensi atau mengakibatkan multitafsir, sebab ada

!Nila Dara Mustika,“Implikasi Presidential Threshold dalam Pemilu Serentak 2019 (Studi atas
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum,” Skripsi Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta (2017)
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yang menafsirkan presidential threshold tidak relevan lagi, namun ada pula tafsir bahwa
putusan MK tersebut sebagai open legal policy pembentuk Undang-Undang sebagaimana
putusan Nomor 51-5259/PUU-V1/2008 yang menolak pengujian Pasal 9 UU Nomor 42
Tahun 2008 mengenai presidential threshold. MK dalam putusan ini tidak secara tegas
menjelaskan apakah presidential threshold masih relevan atau tidak sehingga
menimbulkan kebingungan hukum. Keempat, Ketidakutuhan memahami putusan MK
Nomor 14/PUU-XI1/2013, terkait dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden
Mahkamah Konstitusi berpendapat hal tersebut merupakan kewenangan dari pembentuk
Undang-Undang yang dalam hal ini adalah DPR bersama pemerintah (Presiden), dalam
membaca hal ini ada kemungkinan tidak diperhatikan oleh para pembuat UU Nomor 7
Tahun 2017 yang seharusnya merujuk kepada pasal dalam UUD 1945 tentang pemiilihan
Presiden dan Wakil Presiden yang berarti merujuk pada Pasal 6A ayat (1) sampai dengan
ayat (5), berdasarkan UUD 1945 semua partai politik berhak mengajukan calon presiden
dan calon wakil presiden. Kelima, menyalahi hak warga negara dalam UUD 1945, dalam
pasal 27 ayat (1) telah dijelaskan bahwa hak warga negara untuk memilih yang terdapat
didalam hak-hak warga negara yang dijamin konstitusi berupa persamaan kedudukan
didalam hukum dan pemerintah, selain itu pasal 28D ayat (1) telah menjelaskan adannya
hak untuk memperolah pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang
adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum, serta pasal 28 ayat (3) yang
menjelaskan adanya hak untuk memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kewenangan setiap partai politik peserta
pemilu untuk mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam pemilu

merupakan wujud implementasi hak asasi warga negara. Berdasarkan penjelasan tersebut,
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bahwa skripsi yang ditulis penulis memang sekilas terlihat sama karena dalam
pembahasannya merupakan presidential threshold akan tetapi apabila dilihat secara
saksama bahwa skripsi yang akan diteliti penulis berbeda karena penulis akan menitik
beratkan pada persoalan relevansi ketentuan presidential threshold terhadap sistem
presidensial di Indonesia bukan implikasi dari ketentuan presidential threshold. Selain itu
penulis akan membahas lebih lanjut dan khusus mengenai ketentuan presidential

threshold dalam sistem presidensial perspektif fikih siyasah.

Keenam, skripsi oleh Rahmad Ramadhan yang diterbitkan Universitas Sumatera
Utara pada tahun 2015 dengan judul Eksistensi Presidential Threshold Paska Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PUU-X1/2013.* Dalam skripsi ini terdapat kesamaan
pembahasan mengenai presidential threshold, akan tetapi skripsi ini lebih menitik
beratkan eksistensi presidential threshold setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor
14/PUU-X1/2013. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan pro-kontra
khususnya mengenai ketentuan presidential threshold yang menyebabkan terdapat
beberapa permohonan uji materi (judicial review), diantaranya permohanan oleh Effendy
Ghazali, Yusril lhza Mahendra dan Partai Idaman. Dari penjelasan
tersebut,keeksistensian presidential threshold tergambarkan dari adanya beberapa
permohonan uji materi (judicial review) setelah putusan Mahkamah Konsititusi Nomor
14/PUU-XI1/2013. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah persoalan

relevansi presidential threshold terhadap sistem presidensial di Indonesia. Selain itu,

“Rahmad Ramadhan, “Eksistensi Presidential Threshold Paska Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 14/PUU-XI1/2013, ” Skripsi Universitas Sumatera Utara (2015)
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penulis akan memperdalam dan membahas lebih jauh lagiketentuan presidential

threshold dalam sistem presidensial perspektif fikih siyasah.

Ketujuh, skripsi oleh Ahmad Bustomi Kamil yang diterbitkan oleh Universitas Islam
Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada tahun 2015 dengan judul Relevansi Pemilihan
Umum Serentak Presiden dan Legislatif Terhadap Penguatan Sistem Presidensial di
Indonesia. **Skripsi ini lebih menitik beratkan pada pemilihan umum serentak yang
mempunyai relevansi terhadap penguatan sistem presidensial, dijelaskan bahwa pemilu
serentak diproyeksikan dapat memperkuat sistem presidensial karena dari pemilu
serentak diharapkan koalisi yang dibangun berbasis kesamaan ideologi, visi, dan platform
politik. Didalam skripsi ini pembahasan tidak menitik beratkan pada ketentuan
presidential threshold, akan tetapi lebih fokus pada pemilu serentak yang berimplikasi
terhadap penguatan sistem presidensial. Berbeda dengan penelitian ini, penulis akan lebih
memfokuskan pada relevansi presidential threshold terhadap sistem presidensial di
Indonesia. Penulis juga akan mengkaji bagaimana pandangan fikih siyasah terhadap

konsep presidential threshold dalam sistem pemerintahan presidensial.

Berdasarkan penjelasan diatas dan sejauh pengamatan penulis, penulis belum
menemukan karya ilmiah dengan pembahasan mengenai relevansi presidential threshold
terhadap sistem presidensial di Indonesia, mengingat putusan MK mengenai presidential
threshold baru diputus pada tanggal 10 Januari 2018 sehingga masih aktual. Dengan
demikian penulis akan mengangkat isu tersebut untuk memperkaya khasanah dalam

pembahasan mengenai polemik presidential threshold, tidak hanya dikaji terhadap sistem

2 Ahmad Bustomi Kamil, “Relevansi Pemilihan Umum Serentak Presiden dan Legislatif Terhadap
Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia, ” Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta
(2015)
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presidensial modern yang dianut negara Indonesia, namun juga dilihat dari perspektif

fikih siyasah.

E. Kerangka Teoritik

Didalam penyusunan skripsi ini teori yang digunakan sebagai landasan dalam
mengkaji implikasi pengaturan presidential threshold pada pemilu di Indonesia pasca
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 adalah sebagai berikut:
1. Konsep Sistem Presidensial

Presidensial merupakan suatu sistem pemerintahan dalam bentuk republik,
negara-negara kesatuan, federal maupun konfederasi biasanya menganut sistem
pemerintahan presidensial.*® Sistem pemerintahan presidensial adalah suatu sistem
pemerintahan yang memiliki ciri khas yakni adanya pemisahan kekuasaan antar
lembaga, baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif. Sistem pemerintahan
presidensial juga mensyaratkan seorang kepala negara atau presiden dipilih langsung
oleh rakyat.**

Menurut sejarah, teori presidensial lahir setelah adanya teori parlementer yang
menyatakan bahwa majelis dan badan yudikatif menyatakan batas yuridiksi masing-
masing disamping eksekutif, sehingga memberi jalan antara majelis dan pemerintahan
dilebur dalam satu parlemen. Kemudian teori presidensial hadir dengan menuntut

agar majelis tetap terpisah sehingga tidak terjadi peleburan dalam satu parlemen

“Denny Indrayana, Negara Antara Ada dan Tiada (Jakarta: Kompas, 2008), him. 193

Y Arend Lijphart, Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1995), him. 4
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artinya sistem presidensial menuntut adanya pemisahan kekuasaan. ® Gagasan

pemisahan kekuasaan pertama kali dicetuskan oleh John Locke pada tahun 1631-1704

dan Montesquieu. Dicetuskannya teori Trias Politika atau pemisahan kekuasaan

antara lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif oleh Montesquieu telah melahirkan

sistem presidensial. Adapun ciri-ciri dari sistem pemerintahan presidensaial adalah

sebagai berikut:

1. Adanya pemisahan kekuasaan antar lembaga kekuasaan

2.

6.

7.

Presiden merupakan kepala negara yang dipilih langsung oleh rakyat untuk
masa jabatan tertentu

Presiden dibantu oleh kebinet atau menteri yang dipillihnya

Presiden adalah eksekutif tunggal

Presiden tidak dapat membubarkan majelis dan sebaliknya majelis tidak dapat
mencopot presiden dalam keadaan normal

Presiden bertanggung jawab pada rakyat

Presiden bertanggung jawab pada konstitusi®

Sistem presidensial sebagai suatu sistem pemerintahan telah mengamanatkan

presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan merupakan poros

kekuasaan oleh karenanya dalam pemilihan kepala negara tidak boleh serampangan

dan harus dipilih langsung oleh rakyat untuk masa jabatan tertentu.!’ Secara garis

besar asal-muasal kekusaan presiden dapat melalui dua mekanisme: pertama, dengan

B1bid., him. 43-44

®Arend Lijphart, Sistem Pemerintahan Parlementer dan Presidensial (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 1995), him. 44-48

YIbid., him. 5
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pemberian pengakuan kekuasaan; kedua, dengan pelimpahan kekuasaan. Presiden
yang memperoleh kekuasaan dari salah satu mekanisme tersebut memiliki hak untuk
melaksanakan kekuasaannya dengan catatan tidak bertentangan dengan hukum yang
telah ditetapkan.'®

2. Teori dan Konsep Fikih Siyasah

Fikih siyasah terdiri dari dua kata yaitu fikih dan siyasah. Fikih atau figh berasal
dari kata fagaha-yafgahu-fighan, menurut bahasa fikh berarti paham yang mendalam.
Figh merupakan upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk
menggali hukum-hukum syara’ sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam.
Sedangkan kata siyasah berasal dari kata sasa yang berarti mengatur, mengurus dan
memerintah atau pemerintahan dan pembuatan kebijaksanaan. Fikih siyasah dapat
disimpulkan sebagai salah satu aspek hukum Islam mengenai urusan bernegara atau
urusan pemerintahan yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.*

Dalam wacana fikih siyasah, persoalan waliyul ahdi atau mengenai pengangkatan
kepala negara merupakan salah satu unsur penting dalam konsep pemerintahan.
menurut sejarah, Islam dalam pengangkatan kepala negara dapat terjadi dengan dua
cara, yaitu:

1. Abu Bakar r.a menunjuk Umar ra yang kemudian kaum muslimin

menetapkan keimaman Umar

2. Umar r.a menunjuk pengangkatan khalifah kepada ahlu-syura (sahabat) yang

kemudian disetujui oleh sahabat lain

'8 Suwoto,“Kekuasaan dan Tanggung Jawab Presiden RI” Disertasi Fakultas Pasca Sarjana
Universitas Airlangga Surabaya (1990), him. 10

9 Muhammad Igbal, Figh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2014), him. 2-4
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Qadli Abu Ya’la menjelaskan bahwa pengangkatan khalifah atau kepala negara
juga dapat dilaksanakan pada orang yang memiliki garis keturunan atau hubungan
nasab dengan syarat memenuhi persyaratan imam dan disetujui oleh kaum muslimin.
Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap orang, baik yang memiliki hubungan
nasab dengan khalifah maupun tidak, semuanya berhak menjadi khalifah atau imam
apabila ia memenuhi persyaratan dan disetujui ahlul halli wal ‘aqdi (ahl al-hall wal

al-aqd).?

Adapun mengenai persyaratan imam menurut Ibnu Khaldun adalah yang memiliki
ilmu pengetahuan, memiliki sifat adil, mampu melaksanakan tugas, dan sehat
jasmani. Abul A’la al-Maududi mensyaratkan empat kriteria imam yakni, muslim,
laki-laki, berakal dan dewasa, serta warga negeri Islam. Sedangkan Ibn Taimiyah
berpendapat tidak harus seorang penguasa memiliki kualitas yang lebih banyak dari
seorang saksi yang dapat dipercayai, menurutnya yang lebih utama adalah yang
amanah dan memiliki kekuatan. Para ulama memilki pandangan yang berbeda-beda
mengenai Kriteria atau persyaratan bagi seorang imam (kepala negara). Dalam
memilih pemimpin hendaknya memilih yang paling ideal. Apabila yang paling ideal
tidak ada, maka dipilih yang paling mendekati ideal. Apabila tetap tidak ada, maka
dipilih yang paling maslahat diantara yang ada. Oleh karenanya persoalan waliyul
ahdi dapat terjadi dengan catatan memenuhi persyaratan dan diakui oleh ahlul halli

wal ‘aqdi (ahl al-hall wa al-aqd.)*

**A. Djazuli, Figh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah
(Jakarta: Prenada Media Group, 2003), him. 69

*'Muhammad Igbal, Figh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2014), him. 148
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Dalam fikih siyasah juga telah dijelaskan bagaimana konsep Ahlul halli wal ‘aqdi.
Ahlul halli wal ‘aqdi merupakan orang-orang yang memiliki kewenangan
memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat. Dengan demikian ahlul halli
wal ‘aqdi dapat dikatakan sebagai lembaga perwakilan atau pada saat ini disebut
lembaga legislatif.?? Para ulama menyebut bahwa ahlul halli wal ‘aqdi merupakan
pemegang kekuasaan yang memiliki wewenang untuk memilih imam, membuat
undang-undang yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur’an dan Hadis, dan
mengarahkan kehidupan yang maslahat, serta menjadi tempat konsultasi imam dalam
membuat kebijakan dan mengawasi jalannya pemerintahan.?® Ahlul halli wal ‘aqdi
memiliki peran penting sebagai representasi rakyat dalam memilih pemimpin atau
kepala negara. Al mawardi berpendapat bahwa sebagian ulama memandang
pemilihan kepala negara dapat dikatakan sah apabila dilakukan oleh jumhur ahlul
halli wal ‘aqdi dengan catatan ahlul halli wal ‘aqdi harus merepresentasikan pilihan
rakyat. Adapun kriteria ahlul halli wal ‘aqdi menurut al-mawardi haruslah yang
memiliki sifat adil, mengetahui dengan baik kandidat kepala negara yang akan dipilih
dan mempunyai wawasan yang luas sehingga tidak salah dalam memilih kepala
negara. Namun lbn-Taimiyah berpendapat lain, menurutnya praktik pengangkatan
kepala negara pada masa pasca al-Khulafa al Rasyidun, ahlul halli wal ‘aqdi hanya
menjadi semacam lembaga legitimasi kekuasaan Bani Umayah dan Bani Abbas.
Ahlul halli wal ‘aqdi kedudukannya sudah tidak independen, sebagaimana diketahui

bahwa keberadaan mereka ditentukan oleh kepala negara sehingga mengakibatkan

Z1bid., him. 159

2 A. Djazuli, Figh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah
(Jakarta: Prenada Media Group, 2003), him. 76
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tidak berfungsinya tugas ahlul halli wal ‘aqdi sebagai lembaga pengontrol kekuasaan
kepala negara. Ibn Taimiyah secara tegas menolak keabsahan kepala negara yang
dipilih oleh kelompok tertentu saja. la menginginkan dalam urusan pemilihan kepala
negara benar-benar represantasi kehendak rakyat, karena menurutnya rakyatlah yang

paling berhak dalam urusan tersebut.?*

F. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini berupa jenis penelitian kualitatif
dengan metode studi kepustakaan. Jenis penelitian kualitatif yakni jenis penelitian
yang berdasar pada data yang dikumpulkan kemudian data yang dikumpulkan
tersebut dinyatakan dalam bentuk nilai relatif dan obyektif.?> Penulisan skripsi ini
akan disusun berdasarkan data-data yang berkenaan dengan penelitian penulis yakni
mengenai presidential threshold, sistem presidensial, fikih siyasah dalam bentuk
tertulis, karya ilmiah dan lain sebagainya (pustaka).
2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian dalam penyusunan skripsi adalah eksploratori-deskriptif.
Penelitian eksploratori yakni penelitian formulatif yang bertujuan untuk mendapatkan
pandangan baru tentang suatu gejala yang kemudian dapat merumuskan masalah
penelitian dengan lebih tepat, penelitian eksploratori dilakukan dengan cara survei

pustaka atau dengan mempelajari bahan tertulis karya ilmiah suatu disiplin ilmu.

I bid., him. 88

% Sukandarrumidi, Metode Penelitian, Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 2002), him. 113
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Sedangkan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan
gambaran tentang suatu gejala, penelitian deskriptif dilakukan dengan cara mencari
hubungan antara dua variable atau lebih.?® Penyusunan skripsi ini dilakukan dengan
survei pustaka mengenai presidential threshold dan mendeskripsikan relevansi
presidential threshold dalam sistem presidensial di Indonesia serta menganalisis
presidential threshold dalam sistem presidensial dilihat dari perspektif fikih siyasah.
3. Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan yuridis-
normatif yakni dengan meneliti pada peraturan-peraturan tertulis dengan
membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Peraturan-
peraturan tertulis tersebut dikaji dari berbagai aspek. Sejalan dengan penelitian ini
yang mengkaji ketentuan presidential threshold dilihat dari berbagai aspek yang
bersumber dari bahan data pustaka.

4. Sumber Data

a. Bahan hukum primer, bahan hukum berupa seperangkat peraturan perundang-

undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini

adalah sebagai berikut:

e UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

e Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

e Putusan Mahkamah Konstitusi No.53/PUU-XV/2017
b. Bahan data sekunder, bahan data sekunder merupakan bahan data yang dapat

menjelaskan atau memberi petunjuk dari bahan data primer yakni berupa buku-

*®|bid.,hIm. 103-104
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buku yang memuat teori dan konsep mengenai presidential threshold, sistem
presidensial, sistem pemilihan presiden dan fikih siyasah atau berupa bahan data
yang menjelaskan bahan data primer, serta bahan data yang diperoleh dari situs-
situs internet ataupun tulisan-tulisan yang berkaitan dengan presidential
threshold, sistem presidensial, sistem pemilihan presiden dan fikih siyasah.
Adapun bahan data sekunder yang lain adalah jurnal, karya tulis ilmiah, dan situs-
situs internet yang berkaitan dengan presidential threshold, sistem presidensial,
sistem pemilihan presiden dan fikih siyasah.

c. Bahan data tersier, yaitu bahan data tersier yang memberi penjelasan maupun
petunjuk mengenai bahan data primer dan sekunder. Bahan data tersier yang
dimaksud, misalnya berupa ensiklopedia, kamus hukum dan lain sebagainya yang
berkaitan dengan presidential threshold, sistem presidensial, sistem pemilihan
presiden dan fikih siyasah.

5. Analisis Data
Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan adalah content analysis.
Content analysis yaitu analisis dengan membahas suatu informasi tertulis dari semua
bentuk komunikasi yang berkenaan dengan objek kajian. Dalam hal ini adalah dengan
pengaturan presidential threshold kemudian ketentuan presidential threshold tersebut
dianalisis (content analysis) menggunakan konsep sistem presidensial dan fikih
siyasah sehingga akan diperoleh kesimpulan pandangan fikih siyasah terhadap
presidential threshold dalam sistem presidensial serta relevansi dari ketentuan

presidential threshold terhadap sistem presidensial di Indonesia.
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G. Sistematika Pembahasan

Adapun penyusunan skripsi ini agar sesuai dengan bidang kajian maka diperlukan
sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab | merupakan pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah,
tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan
sistematika pembahasan.

Bab Il membahas mengenai Sistem Pemerintahan Presidensial, Ahlul Halli Wal
‘Aqdi dan Waliyul Ahdi dalam Fikih Siyasah, yang terdiri dari dua sub bab, yaitu
pertama, sistem pemerintahan presidensial. Kedua, ahlul halli wal ‘aqdi dan waliyul ahdi

dalam fikih siyasah.

Bab 11l membahas mengenai Sistem Pemilihan Presiden dan Presidential Threshold
di Indonesia yang terdiri dari dua sub bab, yaitu pertama, sistem pemilihan presiden dan
wakil presiden di Indonesia: sistem pemilihan presiden dan wakil presiden pada era orde
lama, sistem pemilihan presiden dan wakil presiden era orde baru, dan pemilihan
presiden dan wakil presiden pada era reformasi. Kedua, presidential threshold dalam

pemilu presiden di Indonesia.

Bab IV membahas mengenai Relevansi dan Analisis Fikih Siyasah terhadap
Presidential Threshold dalam Sistem Presidensial di Indonesia yang terdiri dari dua sub
bab, yaitu pertama, relevansi presidential threshold terhadap sistem presidensial di
Indonesia. Kedua, analisis fikih siyasah terhadap presidential threshold dalam sistem

presidensial di Indonesia.

Bab V merupakan penutup meliputi kesimpulan dan saran dari penelitian penulis.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian serta kajian-kajian yang telah dilakukan penulis, maka
dapat disimpulkan bahwa ketentuan presidential threshold tidak relevan diterapkan di
Indonesia karena bertentangan dengan prinsip-prinsip sistem pemerintahan
presidensial yang dianut negara Indonesia. Dengan tetap diberlakukannya rezim
ambang batas dalam pencalonan presiden (presidential threshold) pada pemilu
serentak 2019, argumen ketentuan presidential threshold bertentangan dengan sistem

presidensial di Indonesia dikuatkan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Dalam sistem presidensial, presiden bertanggung jawab langsung kepada rakyat
sehingga dalam pemilihan presiden lazimnya dilaksanakan dengan pemilihan
langsung oleh rakyat. Meskipun pemilihan presiden 2019 mekanismenya telah
diatur dengan pemilihan langsung namun sejatinya pemilihan tersebut tidaklah
mencerminkan pilihan langsung oleh rakyat. Hal ini dikarenakan untuk memenubhi
syarat ambang batas pencalonan presiden, calon presiden (dan wakil presiden)
yang akan maju dalam kontestasi pemilu presiden 2019 menggunakan hasil
pemilu legislatif yang notabenne diproyeksikan untuk pemilu presiden 2014.
Sehingga dapat disimpulkan bahwa hasil pemilu legislatif sebelumnya bukan
merupakan hasil suara rakyat yang diproyeksikan untuk bursa pencalonan
presiden 2019, dengan kata lain calon presiden (dan wakil presiden) 2019 bukan

atau belum tentu representasi kehendak rakyat.

94
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2. Dalam sistem presidensial telah ditegaskan hubungan antara presiden dan lembaga
legislatif hanyalah sebagai lembaga untuk saling mengendalikan (checks and
balances). Dengan adanya ketentuan ambang batas pencalonan presiden
(presidential threshold) maka hubungan antara presiden dengan partai
pengusungnya menjadi hubungan traksaksional, sebagaimana diketahui bahwa
sebelum pemilihan presiden, partai yang duduk dianggota parlemen saat ini
menjadi penentu siapa kandidat calon presiden (dan wakil presiden) dalam
kontestasi pemilihan presiden 20109.

Begitu pula dalam pandangan fikih siyasah, ketentuan presidential threshold
tidak relevan diterapkan di Indonesia yang menganut sistem pemerintahan
presidensial. Hal ini dikarenakan dalam ketentuan presidential threshold menjadikan
calon presiden (dan wakil presiden) ditentukan oleh suatu golongan atau kelompok
tertentu (partai politik) yang bukan atau belum tentu merupakan wakil rakyat untuk
diproyeksikan dalam bursa pencalonan presiden 2019. Sebagaimana diketahui dalam
fikih siyasah juga telah dijelaskan dalam pangangkatan pemimpin haruslah
merupakan pemimpin yang dikehendaki oleh rakyat sekalipun melalui ahlul halli wal
‘aqdi (perwakilan) atau dengan kata lain ahlul halli wal ‘aqdi harus merupakan
representasi kehendak rakyat, bukan dari kelompok atau golongan tertentu.

B. Saran
Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan kepada para akademisi dalam bidang

hukum dan praktisi hukum dengan menilik kebijakan ketentuan presidential threshold

dan sistem pemerintahan di Indonesia, maka terdapat beberapa saran yang diuraikan
sebagai berikut:

1. Untuk memberikan kontribusi dalam menyempurnakan penelitian ini, Kiranya

perlu adanya evaluasi serta pembahasan lebih lanjut terkait ketentuan presidential
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threshold. Sehingga dapat memperkaya khasanah bagaimana relevansi ketentuan
ini terhadap sistem presidensial di Indonesia.

. Untuk memberikan solusi bagaimana ketentuan presidential threshold apabila
tidak lagi relevan diterapkan dalam sistem presidensial di Indonesia. Sehingga
tidak hanya kritik, namun dapat memberi kontribusi konstruktif demi tercapainya

tujuan negara yang berkeadilan dan demokratis.
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